Surat Keputusan

Komite Eksekutif Nasional (KEN)

Assosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)

Nomor : 06/ASPPUK/FNLB/IV/2009
Tentang

Kerangka Dasar Desentralisasi ASPPUK

	Menimbang
	1. Adanya kebutuhan untuk membangun gerakan PUK secara efektif dan berkelanjutan berbasis wilayah.

2. Adanya keragaman wilayah dari segi rentang wilayah, problematika, karakteristik dan sumberdaya.

3. Adanya kebutuhan untuk membangun kemandirian ASPPUK wilayah.

4. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi anggota ASPPUK dalam pengambilan keputusan dan kegiatan.



	Mengingat
	1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ASPPUK.

2. Keputusan Forum Nasional Luar Biasa (FNLB) ASPPUK di wisma hijau -   Cimanggis, 22 – 24 April 2009.

3. Meneruskan agenda desentralisasi dari Keputusan Rapat Pengurus Nasional (KEN, SEN dan KEW) pengurus Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 2003 di GG house tentang “Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Kerangka Dasar Desentralisasi”.



	Memutuskan
	1. Kerangka Dasar Desentralisasi ASPPUK sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Sekretaris Eksekutif Nasional (SEN) ASPPUK untuk menyusun Strategi Operasional Desentralisasi ASPPUK.


Jakarta, 23 April  2009
Komite Eksekutif Nasional ASPPUK 

	Reny A. Hidjazi
	
	Rusdiana

	
	Endang Susilowati
	


Lampiran : Surat Keputusan Komite Eksekutif Nasional (KEN) ASPPUK

Nomor : 06 /ASPPUK/FNLB/IV/2009 Tentang Kerangka Dasar Desentralisasi ASPPUK

Pasal 1

Pengertian Desentralisasi

1. Desentralisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai pelimpahan sebagian kewenangan pengurus nasional ke pengurus wilayah untuk mendukung kemandirian dan keberlangsungan kegiatan ASPPUK wilayah.

2. Kemandirian  yang dimaksud dalam pasal 1 (ayat1) diatas adalah kemampuan untuk mengambil keputusan, mengelola kegiatan, dan menggali sumberdaya untuk pengembangan kegiatan di wilayah masing-masing. 

Pasal 2

Tujuan Desentralisasi

Desentralisasi ASPPUK bertujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi anggota ASPPUK.

2. Meningkatkan efektiftas pengambilan keputusan di dalam ASPPUK.

3. Meningkatkan efesiensi alokasi sumberdaya untuk kegiatan di ASPPUK.

4. Menumbuhkan prakarsa dan inisiatif ASPPUK wilayah dalam memfasilitasi terwujudnya gerakan PUK. 

5. Memperkuat ASPPUK wilayah.
Pasal 3

Prinsip-Prinsip Desentralisasi

1. Prinsip-prinsip desentralisasi ASPPUK meliputi: pemberian kewenangan, demokratis, partisipasi, kesetaraan & keadilan gender, transparansi dan anti kekerasan.

2. Demokratis yang dimaksud dalam Kerangka Dasar ini adalah pengambilan keputusan di ASPPUK dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur (Anggota, KEW, SEW, KEN,SEN) dengan berbasis visi dan misi ASPPUK.

3. Partisipasi yang dimaksud dalam Kerangka Dasar ini adalah perencanaan, pelaksanaan, alokasi sumberdaya dan pengawasan kegiatan ASPPUK selaras melibatkan dan berbasis kepentingan anggota.

4. Keadilan gender adalah seluruh keputusan dan kegiatan ASPPUK diorentasikan untuk terwujudnya relasi kekuasaan yang setara antara laki-laki dan perempuan di seluruh tingkatan (keluarga, masyarakat, negara). 

5. Transparansi adalah seluruh keputusan dan program dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan akuntabel.

6. Anti kekerasan yang dimaksud dalam Kerangka Dasar ini adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara-cara damai dan beradab.     

7. Optimalisasi sumberdaya.

8. Pemberian kewenangan yang dimasud dalam Kerangka Dasar ini adalah seluruh proses desentralisasi yang dilakukan didasarkan sebagai upaya pemberian kesempatan dan hak kepada kepentingan ASPPUK wilayah. 
9. Pelayanan yang optimal.

Pasal 4

Strategi Dasar Desentralisasi

1. Strategi dasar untuk pelaksanaan desentralisasi ASPPUK, meliputi :

a. Optimalisasi sumberdaya dalam ASPPUK wilayah.

b. Fasilitasi dan asistansi ASPPUK nasional kepada ASPPUK wilayah dalam rangka peningkatan kapasitas untuk  penguatan akses terhadap sumberdaya.

c. Menumbuhkan prakarsa dan inisiatif ASPPUK wilayah dalam rangka membangun gerakan PUK yang kuat dan mandiri.

d. Membangun sumber pendanaan mandiri untuk keberlanjutan dan kemandirian ASPPUK wilayah.

2. Implementasi strategi dasar desentralisasi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi obyektif, kemampuan ASPPUK wilayah dan ketersediaan sumberdaya di ASPPUK.

3. Strategi dasar desentralisasi ini selanjutnya akan dijabarkan dalam strategi operasional desentralisasi yang akan disusun oleh sekretaris eksekutif nasional (SEN) ASPPUK dengan mengakomodir kepentingan ASPPUK wilayah dan disyahkan oleh KEN. 

Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Penetapan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada AD/ART ASPPUK.

2. Berdasarkan Bab III tentang Kelembagaan dalam AD, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam desentralisasi ASPPUK mencakup :

a. Komite Eksekutif Nasional (KEN) :

· Menyusun dan menetapkan Kerangka Dasar Desentralisasi ASPPUK.

· Menetapkan dan mengesahkan strategi operasional desentralisasi ASPPUK.

· Melakukan monitoring dan evaluasi (pengawasan) pelaksanaan desentralisasi ASPPUK.

· Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan desentralisasi kepada Forum Nasional (Fornas) ASPPUK.

b. Sekretaris Eksekutif Nasional (SEN)

· Menyusun Strategi Operasional Desentraliasi ASPPUK.

· Memfasilitasi pelaksanaan desentraliasi di wilayah sebagaimana dimaksudkan kerangka dasar ini.

· Melakukan monitoring dan melaporkan pelaksanaan  desentralisasi kepada KEN. 

c. Komite Eksekutif Wilayah (KEW)

· Menyusun dan menetapkan program tentang desentralisasi ASPPUK di wilayah.

· Bersama SEW melaksanakan program kerja desentralisasi di wilayah masing-masing.

· Melaporkan pelaksanaan desentralisasi di wilayah dalam Forum Wilayah (forwil) ASPPUK.

d. Sekretaris Eksekutif Wilayah (SEW)

· Bersama KEW melaksanakan program desentralisasi di wilayahnya.

· Menyusun laporan pelaksanaan desentralisasi di wilayahnya. 

Pasal 6

Ketentuan lain

Hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian dalam ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerangka dasar desentralisasi ASPPUK.

Ditetapkan di

:  Wisam Hijau, Cimanggis, Depok, Jawa Barat
Tanggal

:  23 April 2009  
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